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 Terdapat banyak sekali rumah kos di kota Bandar Lampung salah satunya 
di daerah Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung. Terdapat beberapa rumah kos 
yang ditemukan memiliki izin dan  belum memiliki izin penyelenggaraan dan 
penataan rumah kos yang diatur dalam Perda Kota Bandar Lampung nomor 7 
tahun 2018 yang menjelaskan tentang pengelolaan rumah kos yang memiliki 
paling sedikit 6 kamar untuk memiliki izin penyelenggaraan dan apabila hanya 5 
kamar tidak diwajibkan namun harus melaporkan ke pemerintah setempat. Jika 10 
kamar atau lebih maka harus diwajibkan membayar pajak hotel sebab jumlah 
kamar tesebut termasuk dalam bisnis perhotelan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Perda Kota Bandar Lampung 
nomor 7 tahun 2018 di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar 
Lampung? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Perda 
Kota Bandar Lampung nomor 7 tahun 2018 di Kelurahan Sukarame Kecamatan 
Sukarame Kota Bandar Lampung? 
Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 
Implementasi Perda Kota Bandar Lampung nomor 7 tahun 2018 di Kelurahan 
Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Untuk mengetahui 
pandangan hukum  Implementasi Perda Kota Bandar lampung nomor 7 tahun 
2018 di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. 
Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan. Penelitian ini dilakukan 
melalui teknik wawancara menggunakan sampel 7 orang pemilik kosan, observasi 
menggunakan populasi 30 pemilik kosan dan studi dokumentasi yang diperoleh 
berkaitan dengan penyelenggaraan dan penataan rumah kos di Kelurahan 
Sukarame Kecamatan Sukarame. Perda Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 
2018 tentang Izin Penyelenggaran dan Penataan Rumah Kos ditemukan banyak  
yang belum memiliki izin sesuai dengan  Perda Kota Bandar Lampung Nomor 7 
Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaran dan Penataan Rumah Kos dijelaskan 
bahwa pemilik kos harus memiliki izin penyelenggaraanya dan membayar Pajak 
Bumi dan Banunan (PBB) sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (3). Pandangan hukum 
Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 
Tahun 2018 di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar 
Lampung, menurut surat An-nur ayat 62 bahwa setia ingin melakukan segala 
sesuatu tidak mengindahkan izin terlebih dahulu maka dari itu belum sesuai 
dengan hukum Islam karena mendirikan suatu rumah kos diperbolehkan dan Islam 
juga mengajarkan agar kita untuk patuh kepada seorang pemimpin, peraturan 
yang di buat oleh pemerintah harusnya di taati dan di jalankan secara maksimal 
akan tetapi di dalam praktik nya yaitu di  Kelurahan Sukarame Kecamatan 
Sukarame Kota Bandar Lampung masih terdapat banyak pemilik rumah kos yang 
belum memiliki izin mendirikan suatu bangunan, hal ini tentu bertentangan 








                        
                              
       
 
 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
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A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian terhadap judul 
skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata 
yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu: Implementasi Peraturan Daerah 
Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan 
Dan Penataan Rumah Kos Dalam Perspektif Hukum Islam  (Studi Pada 
Rumah kos di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar 
Lampung). 
1. Implementasi Perda 
a. Implementasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
diartikan sebagai penerapan, tindakan, atau pelaksanaan yang telah 
disusun secara cermat dan rinci.
1
 
b. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala 
daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan 




                                                             
1
 ”Implementasi”. (On-line), Tersedia di 
:http://kbbi.kemendikbud.go.id./entri/implementasi diakses pada tanggal 1 Desember 2020 Pukul 
23.00 WIB 
2
 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Cet Ke-7 (Yogyakarta: Kanisius, 
2007), h. 202. 
2. Rumah Kos adalah tempat yang disediakan untuk memfasilitasi dari 
pelajar, mahasiswa, perkerja untuk tempat tinggal, dan dengan proses 
pembayaran per-bulan atau tahun.
3
 
3. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.4 Perspektif yang 
dimaksud yaitu pandangan hukum Islam tentang penerapan Peraturan 
Daerah Kota Bandar Lampung Lampung Nomor 7 Tahun 2018  tentang 
izin penyelenggaraan dan penataan Rumah Kos. 
4. Hukum Islam mengenai norma-norma keagamaan Islam yang mengatur 
kehidupan manusia. Sedangkan pengertian menurut ahli fiqh adalah 
“koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas 
kebutuhan masyarakat. Maka hukum Islam dalam penelitian diartikan 
sebagai kumpulan peraturan dalam agama Islam baik peraturan yang 




Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa skripsi 
ini adalah sebuah penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota 
Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan 
Penataan Rumah Kos Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Rumah 





                                                             
3
“Definisi kos”. (on-line), tersedia di : https ://id.scribd.com/doc/288003775/Definisi-Kos 
diakses tanggal 10 desember 2019 pukul 12.00 WIB 
4
 P.Djaka, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surakarta:Pustaka Mandiri, 2006),  h. 275. 
5
 Palwati Tahir, Hukum Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 44. 
 
B. Alasan Memilih Judul  
Ada beberapa alasan yang menjadi dasar penulisan untuk memilih 
judul ini sebagai bahan untuk penelitian, yaitu : 
1. Alasan Objektif 
Secara Objekif, kurangnya penerapan tentang izin penyelenggaraan 
dan penataan rumah kos di Kelurahan Sukarame, Kota Bandar Lampung 
ini membuat peneliti tertarik untuk mengangkat hal ini menjadi judul 
skripsi peneliti. 
2. Alasan Subjektif 
a. Penelitian ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni 
oleh penulis yaitu program studi Hukum Tata Negara (siyasah), 
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
b. Penelitian mengenai implementasi peraturan daerah Kota Bandar 
Lampung nomor 7 tahun 2018 tentang izin penyelenggaraan dan 
penataan rumah kos dalam perspektif hukum Islam ini masih belum 
ada difakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden 
Intan Lampung 
 
C. Latar Belakang Masalah  
Islam merupakan agama rahmatan lil’alamin, yaitu agama Allah SWT 
yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia  baik kehidupan dunia 
maupun di akhirat.  Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai 
bagaimana cara menjalani kehidupan yang benar, tidak hanya terbatas 
dalam hubungan pribadi antara seorang manusia dengan pencipta-Nya 
(hablum minallah). Namun juga hubungan antara manusia dengan manusia 
lainya (hablum minanas) termasuk juga dengan alam sekitarnya.
6
 
Kepadatan penduduk di Kota Bandar Lampung tentu tidak lepas dari 
banyaknya lapangan kerja yang ditawarkan di kota Bandar Lampung, serta 
pilihan-pilihan pendidikan khususnya perguruan tinggi yang baik dan 
terdapat di Kota Bandar Lampung. Ini tentu menjadi penunjang para 
pendatang yang ingin mengadu nasib di kota Bandar Lampung terdapatnya 
fasilitas-fasilitas serta sarana yang memadai dibandingkan beberapa daerah 
sehingga banyak orang yang membutuhkan tempat berlindung dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi faktor beberapa 
orang membuka lahan untuk mendirikan rumah kos. 
Rumah Kos adalah tempat yang disediakan untuk memfasilitasi dari 
pelajar, mahasiswa, perkerja untuk tempat tinggal, dan dengan proses 
pembayaran per-bulan atau tahun.
7
 Terdapat banyak sekali rumah kos di 
kota Bandar Lampung salah satunya di daerah Kelurahan Sukarame, Bandar 
Lampung. Terdapat beberapa rumah kos yang ditemukan memiliki izin dan  
belum memiliki izin penyelenggaraan dan penataan rumah kos yang diatur 
dalam Perda Kota Bandar Lampung nomor 7 tahun 2018 yang menjelaskan 
tentang pengelolaan rumah kos yang memiliki paling sedikit 6 kamar untuk 
memiliki izin penyelenggaraan dan apabila hanya 5 kamar tidak diwajibkan 
namun harus melaporkan ke pemerintah setempat. Jika 10 kamar atau lebih 
                                                             
6
 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam (Jakarta:Kencana, 2007),  h. 3. 
7
 Definisi kos”. (on-line), tersedia di : https ://id.scribd.com/doc/288003775/Definisi-Kos 
diakses tanggal 10 Desember 2019  
maka harus diwajibkan membayar pajak hotel sebab jumlah kamar tesebut 
termasuk dalam bisnis perhotelan. implementasi dari perda ini tentu belum 
terealisasi dengan baik karena kurangnya kesadaran dari pada pemilik usaha 
rumah kos tersebut.  
Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nur ayat 62 yaitu : 
 
                         
                      
                          
                      
 
Artinya : Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-
orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila 
mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan 
yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan 
(Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya 
orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka 
itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, 
maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu 
keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di 
antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 




Sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas  sebagai kaum muslim yang 
beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan meneladani Rasul  dianjurkan 
untuk meminta izin dalam segala hal yang telah dikehendaki termasuk 
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dalam hal izin penyelenggaraan dan penataan rumah kos. Melihat 
permasalahan yang telah diterangkan di atas penulis menemukan suatu 
masalah dalam hal implementasi dari perda Kota Bandar Lampung nomor 7 
tahun 2018. 
 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman 
arah suatu penelitian dalam upaya pengumpulan dan mencari informasi serta 
sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan 
sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang 
diinginkan. Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi 
serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. 
Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian 
dapat terfokus kepada fokus penelitian yang akan dijalankan.  
Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai 
penerepan peraturan daerah kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 
tentang izin penyelenggaraan dan penataan rumah kos dalam perspektif 
hukum Islam (Studi Pada Rumah Kos Kelurahan Suakarame Kecamatan 
Sukarame, kota Bandar Lampung). 
 
E. Rumusan Masalah 
Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah, maka penulis dapat 
merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini: 
1. Bagaimana Implementasi Perda Kota Bandar Lampung nomor 7 tahun 
2018 di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar 
Lampung? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Perda Kota 
Bandar lampung nomor 7 tahun 2018 di Kelurahan Kecamatan Sukarame 
Kota Bandar Lampung? 
 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Implementasi Perda Kota Bandar Lampung nomor 
7 tahun 2018 di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota 
Bandar Lampung. 
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi 
Perda Kota Bandar Lampung nomor 7 tahun 2018 di Kelurahan 
Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. 
 
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian 
Pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui penerapan 
peraturan daerah kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang izin 
penyelenggaraan  dan penataan rumah kos dalam prepektif hukum Islam 
(Studi pada Rumah Kos Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota 
Bandar Lampung). 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi 
teoritis maupun praktis yaitu: 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 
terhadap masyarakat mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota 
Bandar Lampung nomor 7 tahun 2018 tentang izin penyelenggaraan dan 
penataan rumah kos dalam perspektif hukum Islam yang diharapkan 
mampu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam artian yang 
membangun. 
2. Manfaat praktis 
a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan  
dan masukan, khususnya bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung. 
b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 
di jurusan Hukum Tata Negara, fakultas Syari’ah Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasanya, karena metode 
kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah 
datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, 
maka di butuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-
langkah tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian  
a. Jenis penelitian 
Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research). 
yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang 
sebenarnya.
9
 Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, 
maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang 
bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan 
langsung mengamati dan meneliti tentang implementasi peraturan 
daerah kota bandar lampung nomor 7 tahun 2018 tentang izin 
penyelenggaraan dan penataan rumah kos. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan metode 
deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 
bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis 
dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan 
antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.
10
 Metode 
desktiptif pada hakikatnya adalah mencari teori bukan untuk menguji  
teori metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah. 
Penelitian  bertindak sebagai pengamat. 
2. Sumber data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
11
 Biasanya 
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melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Dalam 
penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pemilik rumah kos 
di kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang berjumlah 7 dari 
30 pemlik rumah kos. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yang berfungsi menjadi mendukung dari masalah 
dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan dokumen penting 
yang berhubungan dengan implementasi peraturan daerah Kota 
Bandar Lampung nomor 7 tahun 2018 tentang izin penyelenggaraan 
dan penataan rumah kos dalam perspektif hukum Islam. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa Teknik 
pengumpulan data yaitu : 
a. Observasi 
Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data 
penelitian dengan pengamatan.
12
 Peneliti terlibat dengan kegiatan 
sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai 
sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat 
baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus 
diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-data yang di 
butuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang 
atau tempat untuk dicatat atau di gambar. Dalam penelitian ini penulis 
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mengamati langsung bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota 
Bandar Lampung nomor 7 tahun 2018 tentang izin penyelenggaraan 
dan penataan rumah kos. 
b. Wawancara 
Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan 
cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling 
berhadap-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok 
permasalahan  tertentu.
13
 Penelitian ini menggunakan wawancara 
secara bebas, yaitu  dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-
pertanyaan yang telah ditentukan, dan yang berkaitan dengan 
permasalahan.  
Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
fakta-fakta atau keterangan dari pemilik rumah kos di Sukarame, Kota 
Bandar Lampung agar menjadi objek penelitian. Metode wawancara 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas (tidak 
berstruktur), sehingga respon den secara spontan dapat mengeluarkan 
segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian bisa 
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c. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah 
pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.
14
 
Dokumentasi ini dilakukan di rumah kos di kecamatan Sukarame, 
Kota Bandar Lampung. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
15
 Populasi pada 
prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, 
atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana 
menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.
16
 Adapun 
yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik rumah kos di 
kelurahan Sukarame kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang 
berjumlah 30 kos-kosan. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut.
17
 Yang menjadi sampel didalam penelitian ini 
adalah pemilik rumah kos di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame 
Kota Bandar Lampung yang berjumlah 7 orang. 
5. Metode Pengolahan Data 
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Data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas 
tersebut diolah dengan cara: 
a. Pemeriksaan data (editing) 
Yaitu pengoreksi data yang telah dikumpulkan, karena 
kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis 
dan meragukan. 
b. Rekontruksi data (rekontrucing)  
Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis 
sehingga mudah di pahami.  
c. Sistematika data (systematizing) 




6. Metode Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif yakni berangkat dari fakta-
fakta secara umum untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan 
secara khusus, selanjutnya penulis akan  mengaplikasikan  teori dan 
fakta-fakta dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk 
kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir.  
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A. Pengertian Rumah Kos, Macam-Macam dan Dasar Hukum 
Penyelenggaraanya 
 
1. Pengertian Rumah Kos dan Macam-Macam Rumah Kos 
a. Pengertian Rumah Kos 
Meruntut dari sejarahnya, kata "kost" berasal dari bahasa Belanda in 
de kost, yang secara hurufiah berarti "makan di dalam", atau dalam 
pengertian lebih luas "tinggal dan ikut makan" di dalam rumah tempat 
menumpang tinggal. Sedangkan menurut istilah rumah kos adalah tempat 
yang disediakan untuk memfasilitasi dari pelajar, mahasiswa, perkerja 
untuk tempat tinggal, dan dengan proses pembayaran perbulan atau tahun. 
Rumah kos bisa juga disebut rumah penginapan yang digunakan orang 
umtuk menginap selama 1 hari atau lebih, dan kadang-kadang untuk 
periode waktu yang lebih lama misalnya minggu, bulan atau tahunan. 
Dahulunya, para penginapnya biasanya menggunakan sarana kamar mandi 
atau cuci, pantry dan ruang makan secara bersama-sama. Namun tahun-
tahun belakangan ini, kamar kos-kosan berubah menjadi ruangan yang 
mempunyai ruang cuci dan fasilitas kamar mandi atau pantry sendiri dan 
dihuni dalam jangka lama misalnya bulanan atau tahunan.
19
 
Pada zaman kolonial / penjajahan Belanda di Indonesia, "in de kost" 
ini merupakan sebuah gaya hidup yang cukup populer dikalangan 
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menengah ke atas untuk kaum pribumi, terutama bagi kalangan yang sangat 
mengagung-agungkan budaya barat / Eropa khususnya budaya Belanda. 
Bagi kalangan ini, mereka berharap dapat meningkatkan status/strata sosial 
keluarga dan keturunan mereka sekelas dengan bangsa Eropa / Belanda. 
Dengan meng-indekost-kan anak-anak mereka ke keluarga Belanda 
otomatis anak-anak mereka akan mengikuti budaya orang-orang Belanda. 
Dengan membayar sejumlah uang dan bersedia memenuhi persyaratan 
tertentu, anak mereka dapat tinggal di rumah orang Belanda yang mereka 
inginkan dan resmilah anak-anak tersebut menjadi anak angkat dari 
keluarga Belanda tersebut. Setelah tinggal serumah dengan keluarga 
Belanda tersebut, si anak tetap dapat bersekolah dan belajar menyesuaikan 
diri dengan gaya hidup keluarga tempat ia menumpang. Dari situasi inilah 
mungkin sisi paling penting dari konsep "in de kost" jaman dulu, yaitu 
mengadaptasi dan meniru budaya hidup, bukan sekedar hanya makan dan 
tidur saja. Konsep "in de kost" ini mirip dengan konsep home stay pada 
zaman sekarang. Dalam perkembangannya, terjadi evolusi nilai sosial 
didalam konsep indekos atau kos ini, yang tadinya hubungan antara anak 
kost dengan tuan rumah mengedepankan hubungan kekeluargaan, sekarang 
banyak yang berubah ke nilai-nilai yang lebih komersil. Kos atau kos-kosan 
sekarang telah menjadi salah satu ladang bisnis yang banyak diminati. 
Mulai dari kategori bisnis sampingan sampai kategori bisnis yang serius. 
Dikatakan sebagai bisnis sampingan, karena hanya memanfaatkan ruangan-
ruangan dalam rumah atau kamar-kamar yang kosong dari pada tidak 
mempunyai nilai apapun. Di katakan sebagai bisnis yang serius, karena 
tujuannya memang berbisnis dalam bidang penyedia tempat kos. Untuk 
kategori ini memang membutuhkan modal yang besar dan usaha ini 
dijalankan secara profesional. Terjadi evolusi nilai-nilai sosial yang 
sebelumnya hubungan antara anak kos dengan tuan rumah seperti keluarga 




Seiring dengan perkembangan zaman, bisnis indekost atau kontrakan 
sekarang muncul di mana-mana. Hampir di setiap lokasi yang berdekatan 
dengan pabrik, kampus, atau sekolahan, perkantoran, atau pusat pertokoan, 
banyak bermunculan rumah-rumah indekost. Banyaknya pelajar mahasiswa 
dan pegawai yang berasal dari luar daerah menjadikan pemilik kos-kosan 
menikmati keuntungan darinya. Usaha ini dapat dijalankan hanya dengan 
memanfaatkan kamar di rumah yang tidak lagi dipakai atau berpenghuni. 
Selain penghasilan yang terus mengalir setiap bulannya, sebagai usaha 
jangka panjang, pemilik kos-kosan bisa menikmati keuntungan dari terus 
naiknya nilai tanah. Pengelolaan usaha kos-kosan ini juga tidak begitu 
rumit. Bila tidak mau repot mengurusi anak-anak kos, pemilik bisa 
mempekerjakan orang lain untuk pengelolaan tiap hari dan hanya 
melakukan kontrol dan pengecekan berkala saja. Untuk fasilitas dari 
masing-masing usaha kostkostan juga bermacam-macam. Lokasi kos-kosan 
                                                             
20
 “Sejarah kos-kosan” (On-line), tersedia di :https://www.kostindekost.com/tag/sejarah-
kos-kosan/ diakses tanggal (24 November 2020). 
yang pas juga perlu diperhatikan. Selain dekat dengan kampus atau tempat 
kerja, diusahakan memiliki akses yang mudah untuk ke daerah lain. 
Fungsi dari kos-kosan dapat dijabarkan sebagai berikut :  
1) Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang pada 
umumnya berasal dari luar daerah selama masa studinya.  
2) Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi masyarakat umum yang 
bekerja di kantor atau yang tidak memiliki rumah tinggal agar 
berdekatan dengan lokasi kerja.   
3) Sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa untuk lebih 
berdisplin, mandiri dan bertanggung jawab  
4) Sebagai tempat untuk menggalang pertemanan dengan mahasiswa lain 
dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. 
 
b. Macam-Macam Rumah Kos 
Rumah kos mahasiswa/pelajar dibedakan menjadi :  
1) Sistem 2 orang pada satu kamar (double room); untuk double room, 
tempat tidur yang digunakan adalah tempat tidur tingkat (double 
decker), dan bila mahasiswa atau pelajar tersebut sudah masuk pada 
tingkat yang lebih tinggi diperbolehkan untuk mengganti tempat tidur 
dengan tempat tidur terpisah (twin decker). 
2) Sistem satu orang satu kamar (single room); dimana hanya 
diperbolehkan satu pelajar pada tiap kamar.  
3) Sistem campuran antara ketiga sistem diatas, biasanya digunakan pada 
institut pada tingkat kebangsaan / antarbangsa.  
Kos juga dapat di bagi berdasarkan pengelolannya yaitu :  
1. Kos bercampur dengan rumah pengelolanya, tetapi tetap dalam satu 
bangunan.  
2. Kos yang berdiri sendiri dan mempunyai gedung sendiri khusus untuk 
mahasiswa dan pengelolanya tidak bertempat tinggal digedung tersebut 
secara bersamaan.  
3. Kos yang bercampur dengan rumah kontrakkan sehingga pengelola kos 
mempunyai tempat khusus tetapi tidak dalam satu gedung.
21
 
2. Status Hukum Bisnis Kos Dalam Hukum Perdata 
Berdasarkan Pasal 1709 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(“KUH Perdata”), pengelola rumah penginapan sebagai orang yang 
menerima titipan barang, bertanggung jawab atas barang-barang yang 
dibawa tamu yang menginap di tempat penginapan tersebut. Adapun 
penitipan barang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1709 KUH 
Perdata tersebut dianggap sebagai penitipan karena terpaksa. Berdasarkan 
Pasal 1710 KUH Perdata, pengelola penginapan tersebut bertanggung 
jawab atas hilangnya atau rusaknya barang-barang tamu, yang dicuri atau 
dirusak, baik oleh pelayan atau buruh lain dalam rumah penginapan 
tersebut, maupun oleh orang luar. 
Bunyi Pasal 1709 dan Pasal 1710 KUH Perdata adalah sebagai berikut: 
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a. Pasal 1709 KUH Perdata 
“Pengelola rumah penginapan dan losmen, sebagai orang yang 
menerima titipan barang, bertanggung jawab atas barang-barang yang 
dibawa tamu yang menginap di situ. Penitipan demikian dianggap 
sebagai penitipan karena terpaksa.” 
b. Pasal 1710 KUH Perdata 
“Mereka bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang-
barang tamu, yang dicuri atau dirusak, baik oleh pelayan dalam rumah 
penginapan itu atau buruh lain maupun oleh orang luar.”
22
 
3. Hak dan Kewajiban Penyelenggra Kos Dalam Hukum Nasional 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengamanatkan tanggung jawab Pemerintah Negara Indonesia antara lain 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berkenaan dengan 
memajukan kesejahteraan umum, Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan setiap orang 
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
23
 
Usaha merupakan bentuk dari hak mengembangkan diri, yakni 
dengan cara melakukan usaha setiap orang dapat mengembangkan dirinya. 
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Peraturan  Pemerintan  Nomor 7 Tahun 2018 Tetang Izin Penyelenggaraan  dan 
Penataan Rumah Kos. 
Salah satu bentuk usaha itu adalah usaha rumah kos. Salah satu kebutuhan 
dasar tersebut adalah tempat tinggal. Mengenai bertempat tinggal, Pasal 28 
E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menentukan setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah Negara, 
dan Pasal 28 H ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menentukan setiap orang berhak bertempat tinggal. Rumah adalah bentuk 
tempat tinggal itu, dengan sebutan lain, orang bertempat tinggal di dalam 
rumah. Rumah merupakan kebutuhan dasar yang dijamin oleh konstitusi. 
Salah satu jenis rumah adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan 
mendapat keuntungan, yang dapat berupa rumah kos. Pembentukan 
peraturan daerah tentang penataan rumah kos ini untuk mengatasi 
permasalahan hukum penataan rumah kos dan mengisi kekosongan hukum 
karena memang sebelumnya pengaturan mengenai penataan rumah kos 
belum diatur dalam peraturan daerah. Guna menjamin kepastian hukum 
dan rasa keadilan masyarakat, serta untuk menghindari peraturan yang 
tidak harmonis atau tumpang tindih mengenai penataan rumah kos, maka 
haruslah dibentuk peraturan daerah tentang penataan rumah kos. Landasan 
yuridis pembentukan perda ini adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.    
Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, maka terdapat 
jaminan konstitusional untuk melakukan usaha rumah kos dan bertempat 
tinggal dalam rumah kos. Sebagai hak asasi manusia, maka perlindungan, 
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 
tanggung-jawab negara, terutama pemerintah, sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Termasuk dalam pengertian Negara, tidak saja 
pemerintah pusat tapi juga pemerintahan daerah, sesuai dengan Pasal 18 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.    
B. Perda Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin 
Penyelenggaran dan Penataan  Rumah Kos  
 
Secara ekonomis, bisnis rumah kos di Bandar Lampung merupakan 
salah satu kegiatan bisnis yang berpotensi menambah Pendapatan Asli 
Daerah guna mendukung pembangunan. Dengan semakin maju dan 
berkembangnya Kota Bandar Lampung menjadikan semakin menjamurnya 
usaha rumah kos dan kos hotel. Sehingga diperlukan pengaturan tentang 
penataan rumah kos, sehingga impilasinya tidak semata menjadikan rumah 
kos menjadi salah satu alternatif Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga 
menjadikan rumah kos yang ada di kota Bandar Lampung menjadi lebih 
tertata dan sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah. 
Sehingga berdasarkan dasar kewenangan tersebut perlu di bentuk Peraturan 
Daerah kota Bandar Lampung tentang Penataan Rumah Kos. Dalam 
Peraturan ini yang dimaksud daerah adalah Kota Bandar Lampung 
Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin dan pelaksanaan dalam urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  Peraturan 
Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kost tercantum dalam PASAL 6 
AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 
NOMOR 07 TAHUN 2018 yang di dalamnya berisi Setiap pemilik rumah 
kos wajib memiliki izin penyelenggaraan rumah kos. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintah daerah.
24
 Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya 
disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan kota Bandar Lampung. 
Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi wewenang tertentu 
di bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, lingkungan adalah Bagian dalam Kelurahan yang 
merupakan Lingkungan Kerja Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan rukun 
Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk 
melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan 
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah. Tanda Daftar 
Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah izin yang diberikan oleh 
Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha Rumah Kos. Rumah kos 
adalah rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 
terdiri dari kamar yang sebagian atau seluruhnya diselenggarakan dengan 
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 Peraturan  Pemerintah  Nomor 7 Tahun 2018 Tetang Izin Penyelenggaraan  dan 
Penataan  Rumah  Kos, Pasal 1. 
tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang 
lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit 1 (satu) bulan. 
 Kamar kos yang selanjutnya disebut kamar adalah bangunan yang 
merupakan bagian dari rumah kos maupun berdiri sendiri-sendiri yang 
diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara 
menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu 
paling sedikit 1 (satu) bulan, Kostel adalah bangunan bersusun yang 
diperuntukkan sebagai tempat persewaan kamar yang bersifat sementara 
dengan jangka waktu tertentu seperti layaknya kos-kosan dan dilengkapi 
dengan operasional dan fasilitas serta pelayanan berupa adanya ruang 
komunal seperti layaknya kos-kosan, memiliki sistem pembayaran harian, 
mingguan atau bulanan serta mendapatkan pelayanan seperti hotel, misalnya 
adanya pelayanan jasa cuci pakaian (laundry), dan jasa pembersihan kamar 
layaknya fasilitas hotel bintang 3 (tiga), Usaha Hotel adalah usaha 
penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang 
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan 
hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh 
keuntungan.  
Penghuni adalah seseorang atau sekelompok orang yang menempati 
rumah kos, kamar kos, ataupun kosel dengan pembayaran harian, bulanan 
atau tahunan. Pengelola rumah kos adalah perorangan atau badan yang 
memiliki rumah atau bangunan yang digunakan sebagian atau seluruhnya 
untuk tempat tinggal yang disewakan yang dalam pengelolaannya dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan 
yang disediakan oleh hotel. Retribusi IMB adalah Pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh 
Kepala Daerah kepada pemilik bangunan atau bangunan baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan 
persyaratan teknis yang berlaku, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang 
diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran undang undang. 
1. Pengertian Pengelolaan Rumah Kos 
Rumah Kos adalah sesuai dengan Peraturan Daerah kota Bandar 
Lampung nomor 7 tahun 2018 menyebutkan rumah yang dimiliki oleh 
perorangan yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu jasa untuk 
menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran. 
Rumah kos yang dapat dihuni oleh penghuni yang memiliki keperluan 
dalam rumah tangga, fasilitas keamanan, dan serta lingkungan yang sehat, 
terdapat rumah kos yang yang dihuni bersama pemilik rumah kos selaku 
pengelola rumah kos atau orang lain yang menerima pelimpahan pegelolaan 
rumah kos dalam mempermudah pengawasan penagihan pembayaran dalam 
tagihan satu bulan maupun kelipatan serta mendapat pengawasan dalam jam 
bertamu dan jam penerimaan tamu dibatasi.
25
 Ada pula rumah kos yang 
dihuni tanpa pengelola kos melainkan di huni oleh penghuni rumah kos saja. 
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Tempat kos memiliki fungsi yang sama dengan rumah sehingga tempat kos 
juga harus memiliki kriteria yang baik sebagai tempat tinggal mahasiswa 
yang menuntut ilmu jauh dari daerah asal. Sehingga, fasilitas menjadi salah 
satu hal yang penting dalam proses pendidikan. 
Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, dan 
kemudahan.
26
 Rumah harus memiliki fasilitas yang baik untuk kenyamanan 
para penghuninya, sehingga rumah memiliki standar kriteria yang baik, 
bahwa kriteria rumah yang baik ditinjau dari kesehatan dan keamanan dapat 
melindungi penghuninya dari cuaca hujan, kelembaban dan kebisingan, 
mempunyai ventilasi yang cukup, sinarmatahari dapat masuk ke dalam 
rumah serta dilengkapi dengan prasarana air, listrik, dan sanitasi yang 
cukup.
27
 Rumah kos merupakan tempat hunian yang cocok bagi para 
pelajar, pekerja perantauan, dan mahasiswa yang hendak mencari rumah 
sewa dalam jangka waktu lebih dari  satu bulan. Dalam Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Pemukiman 
dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 Rumah  adalah bangunan gedung yang 
berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan 
keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, sehingga rumah 
merupakan kebutuhan dasar seseorang. Rumah Kos adalah rumah yang 
dimiliki / dikuasai baik secara perorangan atau badan untuk suatu usaha 
penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik 
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pembayaran atas rumah atau kamar tersebut.
28
 Sementara itu Pengelola 
Rumah Kos ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Kos 
dan Pemondok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati 
Rumah Kos Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Rumah 
Kos adalah suatu cita-cita atau sasaran pemerintah setempat untuk 
mengkoordinir usaha Rumah Kos yang berada ditengah-tengah masyarakat 
dengan ditunjuknya pengelola Rumah Kos, agar tercipta keteraturan, 
ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat di suatu tempat.   
Pengelolaan Rumah Kos juga menjadi penting jika berjalan sesuai 
fungsinya. Karena Rumah Kos yang ada dapat terkontrol secara baik dan 
teratur. Sehingga para penghuni Rumah Kos tidak bisa sewenang-wenang 
dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang dianggap membawa dampak 
buruk bagi Rumah Kos  dan lingkungan sekitarnya. 
 
2. Tujuan Pengelolaan Rumah Kos 
Dalam tatanan hidup bermasyarakat hadirnya kehidupan yang aman 
dan tertib merupakan cita-cita disetiap tempat dalam bermasyarakat. 
Menciptakan kehidupan yang nyaman bagi masyarakat merupakan 
kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Tentunya pemerintah 
tidak bekerja sendirian, pemerintah bersinergi dengan beberapa unsur 
disuatu wilayah untuk mencapai cita-cita tersebut.  
Hadirnya aturan menjadi suatu usaha pemerintah dalam menciptakan 
keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Meneggakkan aturan 
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merupakan proses dalam mencapai cita-cita tersebut. Aturan mengenai 
Pengelolaan Rumah Kos tentu menjadi penting agar kehidupan masyarakat 
yang secara langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan Rumah Kos 
dapat terjadi keteraturan. Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Rumah 
Kos di Kota Bandar Lampung hadir untuk beberapa tujuan di antaranya :   
a. Mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai kota dunia yang 
berlandaskan kearifan lokal;   
b. Mencitrakan Kota Bandar Lampung sebagai kota pendidikan, jasa, 
niaga, berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan 
norma-norma kesusilaan; 
c. Penataan dan pengendalian kependudukan; 
d. Melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan rasa aman dan 
ketertiban dalam lingkungan masyarakat
29
 
3. Penataan Rumah Kos 
Rumah kos atau sering disebut dengan kos-kosan memiliki perbedaan 
dengan rumah kontrakan sebagai hunian yang biasanya menjadi objek 
perjanjian sewa-menyewa. Perbedaan tersebut dilihat dari berbagai sudut 
pandang yaitu antara lain:   
a. Pertama, bahwa jika dilihat dari sistem pembayaran maka rumah kos atau 
kos-kosan melakukan pembayaran dalam jangka bulanan atau kelipatan 
sedangkan rumah kontrak jangka pembayaran yaitu tahuan atau 
kelipatan.   
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b. Kedua, bahwa jangka waktu sewa rumah kos atau kos-kosan yaitu terpaut 
bulanan, sehingga jangka waktunya terbilang pendek sedangkan rumah 
kontak, jangka waktu tahunan dan apabila belum habis jangka waktu dan 
penyewa rumah kontrak bosan, maka penyewa biasanya melakukan oper 
kontrak dengan pihak lain.   
c. Ketiga, bahwa garasi tempat parkir rumah kos atau kos-kosan digunakan 
bersama-sama oleh para penghuni kos, sedangkan rumah kontrak 
memiliki parkir pribadi. 
d. Keempat, bahwa tagihan listrik dan air di rumah kos biasanya satu 
meteran digunakan oleh seluruh anak kos sedangkan rumah kontrakan 
digunakan secara pribadi. 
e. Kelima bahwa, pengawasan oleh pemilik di rumah kos atau kos-kosan 
maka ada yang dinamakan ibu dan bapak kos sebagai pengelola sekaligus 
yang mengawasi seluruh penghuni kos  sedangkan rumah kontrak sudah 
seperti milik sendiri, jadi langsung berhubungan dengan RT atau 
perangkat desa setempat.   
f. Keenam, bahwa kondisi bangunan dalam hal ini rata-rata kondisi 
bangunan rumah kos menyatu dengan rumah pemilik atau setidaknya 
dekat dengan rumah pengelola kos, hal ini guna mempermudah dalam 
mengawasi para penghuni kos, sedangkan rumah kontrak berdiri sendiri.  
g. Ketujuh, bahwa dapur di rumah kos atau kos-kosan digunakan oleh 
penghuni kos secara bersama-sama tapi rumah kontrakan memiliki dapur 
pribadi seperti rumah pada umumnya.  
h. Kedelapan, bahwa kebebasan tamu rumah kos atau kos-kosan jam dan 
lokasi penerimaan tamu dibatasi biasanya dengan adanya peraturan kos-
kosan, sedangkan rumah kontrak bebas bertamu asalkan masih mematuhi 
norma agama dan adat setempat. Kesembilan, yaitu kondisi penyewa 
rumah kos atau kos-kosan sangat cocok untuk para pelajar, mahasiswa, 
atau para pekerja yang tinggal di luar daerah, sedangkan rumah kontrak 




4. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup Pengelolaan Rumah Kos 
Penataan Rumah Kos diselenggarakan berdasarkan asas norma 




Penataan Rumah Kos dilaksanakan dengan tujuan:   
a. Memberikan kepastian hukum;   
b. Mewujudkan rumah kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan 
fungsinya; 
c. Menunjang pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial 
dan budaya; 
d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan; 
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Peraturan  Pemerintah  Nomor 7 Tahun 2018 Tetang Izin Penyelenggaraan  dan 
Penataan  Rumah  Kos, Pasal 2. 
Ruang Lingkup Pengelolaan Rumah Kos adalah bangunan rumah 
yang menyediakan kamar sewa untuk tempat tinggal dalam jangka waktu 
tertentu bagi seseorang atau lebih kecuali hotel dan penginapan lainnya. 
Kamar sewa yang dimaksud adalah kamar  yang di sewakan baik dalam satu 
rumah maupun diluar rumah pemilik yang di persewakan bagi seseorang 
atau lebih untuk jangka waktu minimal 1 (satu) bulan.  Di dalam Peraturan 
Daerah telah jelas bahwa bangunan rumah yang didalamnya tersedia 
beberapa kamar yang kemudian dipersewakan dalam jangka waktu tertentu 
merupakan Ruang Lingkup dari Pengelolaan Rumah Kos. Kemudian di 
perjelas lagi dengan keluarnya peraturan walikota terkait pelaksanaan 
Pengelolaan Rumah Kos. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini 
terdiri atas : 
a. Penyelenggaraan rumah kos;  
b. Izin penyelenggaraan rumah kos;  
c. Kewajiban dan larangan;  
d. Peran serta masyarakat;  
e. Pembinaan dan pengawasan;  
f. Sanksi administratif;  
g. Ketentuan penyidikan; 
h. Ketentuan pidana;  
i. Ketentuan peralihan; dan  
j. Ketentuan penutup 




5. Izin Penyelenggaraan Rumah Kos 
Didalam Pasal 6 Peraturan Daerah kota Bandar Lampung  tentang 
Pengelolaan Rumah Kost  disebutkan bahwa setiap pengelola Rumah Kost  
wajib memiliki izin pengelolaan Rumah Kost. Ini tentu menjadi hal utama 
yang harus dipenuhi oleh pemilik Rumah Kost. Menurut Peraturan Walikota 
Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin penyelenggaraan dan penataan Rumah 
Kos Izin adalah Izin Pengelolaan Rumah Kos yang dikeluarkan oleh 
walikota, Kemudian didalam Pasal 8 Peraturan Daerah kota Bandar 
Lampung tentang izin penyelenggaraan dan penataan  Rumah Kos  lebih 
diperjelas lagi bahwa rumah dengan fasilitas dua kamar atau lebih dan 
diperuntukkan sebagai Rumah Kost ,di huni minimal tiga orang penghuni, 
wajib memiliki izin pengelolaan Rumah Kost  yang diterbitkan oleh 
walikota setempat. Izin adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi dan 
pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin dapat 
berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi dan izin untuk melakukan 
usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi 
perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan 
suatu kegaiatan atau tindakan.
33
  
Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang 
dalam memohonya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini 
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menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum 
mengharuskan pengawasan khusus atasnya.
34
 Izin merupakan salah satu 
bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalaian yang 
dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegaiatan yang dilakukan oleh 
masyarakat, dan izin untuk melakuakan suatu tindakan atau kegiatan usaha 
yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan 
atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan 
atau usaha. 
Masalah izin merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipal, 
dilihat dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampur 
baurkan dengan hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting, artinya 
setelah beberapa waktu karena maksudnya hanya sebagai izin untuk 
melakukan suatu perbuatan tertentu saja, karenanya seseorang yang dalam 
melakukan tindakan berupa kegaiatan haruslah mempunyai izin dan pada 
dasarnya dapat diubah atau ditarik kembali. Tinjauan dari izin itu sendiri 
adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-
undang tidak seluiruhnya dianggap salah, Pengelolaan Rumah Kos 
disebutkan bahwa setiap pengelola Rumah Kos wajib memiliki izin 
pengelolaan Rumah Kos. Ini tentu menjadi hal utama yang harus dipenuhi 
oleh pemilik Rumah Kos.  
Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 
2018 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan Rumah Kos, Izin 
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adalah Izin Pengelolaan Rumah Kos yang dikeluarkan oleh wali kota , 
Kemudian didalam Pasal (8) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 
tentang pengelolaan Rumah Kos yaitu; 
a. Kewajiban memiliki Izin Penyelenggaraan Rumah Kos, hanya berlaku 
kepada Pengelola Rumah Kos yang melakukan usaha Rumah Kos 
paling sedikit 6 (enam) Kamar Kos. 
b. Penyelenggara Rumah Kos yang mengelola 1 s/d 5 Kamar Kos wajib 
melaporkan Penyelenggaraan Rumah Kos kepada Lurah.  
c. Lurah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Camat paling   lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya 
laporan.  
d. Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  
kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  




Setiap pemilik rumah kos wajib memiliki izin penyelenggaraan rumah 
kos. Izin penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud diberikan oleh 
Walikota. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan rumah kos, pemilik 
rumah kos wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui 
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan 
terpadu.  
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 Izin penyelenggaraan rumah kos berlaku selama pemilik menjalankan 
usahanya, Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, dan/atau 
perubahan jumlah kamar, pemilik rumah kos wajib mengajukan 
permohonan izin baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 
permohonan izin penyelenggaraan rumah kos diatur dengan Peraturan 
Walikota.      
 Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada 
Organisasi Perangkat Daerah, Untuk memperoleh izin penyelenggaraan 
rumah kos, pemilik rumah kos wajib mengajukan permohonan kepada 
Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan 
perizinan terpadu. Izin penyelenggaraan rumah kos berlaku selama pemilik 
menjalankan usahanya. 
 
6. Penataan Rumah Kos 
Rumah kos atau sering disebut dengan kos-kosan memiliki perbedaan 
dengan rumah kontrakan sebagai hunian yang biasanya menjadi objek 
perjanjian sewa-menyewa. Perbedaan tersebut dilihat dari berbagai sudut 
pandang yaitu antara lain: 
a. Pertama, bahwa jika dilihat dari sistem pembayaran maka rumah kos 
atau kos-kosan melakukan pembayaran dalam jangka bulanan atau 
kelipatan sedangkan rumah kontrak jangka pembayaran yaitu tahuan 
atau kelipatan.   
b. Kedua, bahwa jangka waktu sewa rumah kos atau kos-kosan yaitu 
terpaut bulanan, sehingga jangka waktunya terbilang pendek sedangkan 
rumah kontak, jangka waktu tahunan dan apabila belum habis jangka 
waktu dan penyewa rumah kontrak bosan, maka penyewa biasanya 
melakukan oper kontrak dengan pihak lain.
36
 
c. Ketiga, bahwa garasi tempat parkir rumah kos atau kos-kosan digunakan 
bersama-sama oleh para penghuni kos, sedangkan rumah kontrak 
memiliki parkir pribadi.   
d. Keempat, bahwa tagihan listrik dan air di rumah kos biasanya satu 
meteran digunakan oleh seluruh anak kos sedangkan rumah kontrakan 
digunakan secara pribadi.   
e. Kelima bahwa, pengawasan oleh pemilik di rumah kos atau kos-kosan 
maka ada yang dinamakan ibu dan bapak kos sebagai pengelola 
sekaligus yang mengawasi seluruh penghuni kos  sedangkan rumah 
kontrak sudah  seperti milik sendiri, jadi langsung berhubungan dengan 
RT atau perangkat desa setempat.   
f. Keenam, bahwa kondisi bangunan dalam hal ini rata-rata kondisi 
bangunan rumah kos menyatu dengan rumah pemilik atau setidaknya 
dekat dengan rumah pengelola kos, hal ini guna mempermudah dalam 




g. Ketujuh, bahwa dapur di rumah kos atau kos-kosan digunakan oleh 
penghuni kos secara bersama-sama tapi rumah kontrakan memiliki 
dapur pribadi seperti rumah pada umumnya.  
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h. Kedelapan, bahwa kebebasan tamu rumah kos atau kos-kosan jam dan 
lokasi penerimaan tamu dibatasi biasanya dengan adanya peraturan kos-
kosan, sedangkan rumah kontrak bebas bertamu asalkan masih 
mematuhi norma agama dan adat setempat.  
i. Kesembilan, yaitu kondisi penyewa rumah kos atau kos-kosan sangat 
cocok untuk para pelajar, mahasiswa, atau para pekerja yang tinggal di 
luar daerah, sedangkan rumah kontrak lebih cocok dengan pasangan 
suami istri atau dapat disebut juga keluarga. 
Penataan rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar 
Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaran dan Penataan 
Rumah Kos. Sesuai Pasal 6 ayat (1) Setiap pemilik rumah kos wajib 
memiliki izin penyelenggaraan rumah kos dan ayat (2) Izin penyelenggaraan 
rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota. 
Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara rumah kos yang 
mengelola 1-5 kamar kos wajib melaporkan penyelenggaraan rumah kos 
kepada Lurah. Selain itu kewajiban pemilik  rumah kos diatur dalam Pasal 
10 ayat (1) huruf a-m dan ayat (2). 
Sedangkan larangan yang ditetapkan dalam perda ini adalah pada 
Pasal 12 huruf b menyatakan bahwa pemiliki rumah kos dilarang 
membiarkan penghuni kos laki-laki dan perempuan tinggal dalam satu 
rumah kos kecuali suami istri yang dibuktikan dengan buku nikah yang sah. 
Sedangkan larangan bagi penghuni kos diatur dalam Pasal 13 huruf a 




7. Kewajiban Dan Larangan Rumah Kos 
Setiap pemilik rumah kos berkewajiban untuk memiliki izin 
penyelenggaraan rumah kos yaitu mematuhi ketentuan perizinan 
penyelenggaraan rumah kos dan menyediakan prasarana penunjang rumah 
kos meliputi ruang tamu, dapur, MCK, tempat parkir dan sanitasi udara 
yang baik, memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi 
nama rumah kos dengan mencantumkan izin Walikota pemilik rumah kos 
harus  menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi penghuni rumah 
kos dan selanjutnya dilaporkan kepada ketua RT setempat paling lambat 1 x 
24 jam sejak kedatanganya melaporkan secara tertulis kepada lurah melalui 
ketua RT terkait dengan jumlah dan identitas penghuni rumah kos setiap 3 
(tiga) bulan serta membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel di rumah 




Pemilik wajib menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman 
untuk digunakan, menyediakan sarana air bersih yang layak untuk 
dipergunakan,  menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) bagi 
rumah kost yang memiliki lebih dari 10 kamar, menyediakan tempat 
penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ketempat 
penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah pemilk rumah 
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kos wajib mengawasi penghuni agar mentaati peraturan dan tidak melanggar 
tata tertib memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni kos 
agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah kos dan 
menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah dan 
membuat batas permanen (tembok/kayu) yang tidak tembus pandang 
apabila terdapat lingkungan hunian rumah kos yang berbeda jenis kelamin. 
Pemilik Rumah Kos yang mengelola lebih dari 10 (sepuluh) Kamar 




Larangan bagi pemilik rumah kos yaitu melanggar ketentuan perizinan 
terkait penyelenggaraan rumah kos membiarkan penghuni kos laki-laki dan 
perempuan tinggal dalam satu rumah kos kecuali suami istri yang 
dibuktikan dengan buku nikah yang sah, dalam hal penghuni kos adalah 
laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu kamar kos tetapi terdapat 
hubungan darah, wajib dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu 
Keluarga. 
Bersikap diskriminatif terhadap penghuni/penyewa rumah kos,  
membiarkan/melindungi penghuni kos yang melanggar peraturan/tata tertib 
yang berlaku dan menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, 
prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.  
mengurangi jumlah kamar kos tanpa mendapat persetujuan secara tertulis 
dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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mengalihkan kepemilikan kamar kos ataupun mengalihkan izin 
penyelenggaraan rumah kos kepada pihak lain, ataupun tindakan yang patut 
dicurigai merupakan upaya untuk menghindari kewajiban pajak tanpa 
mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 
C. Hukum Islam 
1. Pengertian dan Kedudukannya   
Bagi setiap muslim segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya 
harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realitas dari keimanan 
kapada-Nya. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan 
perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul di sebut “hukum syara” 
sedangkan bagi kalangan ahli fiqh “hukum syara” adalah pengaruh titah 
Allah terhadap kehendak perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak 
Allah tentang perbuatan manusa itu pada dasarnya terdapat daam al-Qur’an 
dan penjelasannya dalam sunnah nabi, tidak ada yang luput satu pun dari al-
Qur’an. Namun al-Qur’an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli 
fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan 
larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu, dengan istilah lain 
al-Qur’an itu mengandung norma hukum.
40
 
Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas 
dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang 
mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau 
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norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu 
dan diteguhkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang 
tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum yang tertulis 
dalam peraturan-peraturan seperti hukum barat. Dalam konsepsi perundang-
undangan yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan 
manusia lain dan benda dalam masyarakat.
41
 
Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang 
diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, 
baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun 
hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang 
dilakukan oleh umat Muslim semuanya. 
Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah 
aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena 
banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang 
agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung 
kepada perbedaan. 
Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencangkup 
seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal 
yang besar.
42
 Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau 
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hukum baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih 
tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.
43
 
Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau 
nama yang masing-masing mengambarkan sisi atau karakteristik tertentu 
hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering disebut atau 
dikaitkan kepada hukum Islam yaitu Syariah, fiqh, hukum syara’, dan 
qanun.
44
 Dalam arti lain disebutkan, hukum Islam adalah hukum yang 
bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. 
Dalam sistem hukum Islam ada lima kaidah yang dipergunakan 
sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah 
maupun lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut disebut ak-
ahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima yaitu ja’iz atau 
mubah atau ibadah, sunnah, makruh,wajib, dan haram. 
Penggolongan hukum yang lima atau disebut juga lima kategori 
hukum, di dalam kepustakaan hukum Islam juga disebut dengan hukum 
taklifi yakni norma atau kaidah  hukum Islam yang mungkin mengandung 
kewenangan terbuka, yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak 
suatu perbuatan, yaitu disebut ja’iz, mubah atau ibadah. Mungkin juga 
hukum taklifi itu mengandung ajuran yang jelas manfaatnya bagi pelaku. 
Mungkin juga mengandung kaidah yang jelas tidak berguna akan merugikan 
orang yang melakukan nya. Mungkin juga mengandung perintah wajib 
dilakukan dan mengandung larangan untuk dilakukan. 
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Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-
kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul 
mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani 
kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua 
pemeluknya, dalam hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh 
Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti 
hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa 
oleh seorang nabi baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) 
maupun yang berhubungan dengan amaliyah.
45
 
Jika kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah SWT dan 
ketentuan rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Qur’an dan kitab-kitab hadist 
yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum 
sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup 
manusia di dunia dan di akhir akhirat kelak, dengan jalan mengambil 
(segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu 
yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan 
hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun 
jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk 
kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di 
akhirat kelak. Abu Ishaq ash-Shabiti merumuskan lima tujuan hukum Islam 
yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang (kemudian) 
disepakati oleh ilmuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-
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maqashid al-khamsah atau al-maqasid al-syari’ah (tujuan-tujuan hukum 
Islam). 
Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. 
Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di 
dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan 
pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup 
seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang 
muslim baik dalam berhubungan dengan tuhannya maupun dalam 
berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena 
itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh 




Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. 
Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan 
mempertahankan membunuh, hal tersebut termaktub dalam firman Allah 
SWT Q.S al-Isra ayat 33: 
 
                      
                         
 
Artinya:  Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. 
Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami 
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telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah 
ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya 
ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S. Al-isra’: 33). 
Sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi 




Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena 
dengan menggunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu 
pengetahuan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi 
pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal 
menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal 
menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus 
diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup 
manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan manusia. Dan untuk 
memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap 
minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamr dalam Q.S 
al-Maidah ayat 90: 
 
                      
                   
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
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perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(Q.S. Al-
Maidah: 90) 
 
Pemeliharaan keturunan, agar kemudian darah dapat dijaga dan 
kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat 
hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat 
untuk mendapat saling mewarisi. Q.S an-Nisa ayat 11: 
 
                   
                            
                  
 
Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 
bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 
memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal 
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 
maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) 
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.Ini 
adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana.(Q.S. an-Nisa:11) 
 
Hukum kekeluargaan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang 
secara khusus diciptakan Allah SWT untuk memelihara kemurnian darah 
dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa 
dalam al-Qur’an, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam ini 
diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan syat-ayat hukum 
lainnya.Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan 
dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.
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Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut 
ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia 
dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh 
karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta 
dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta 
seseorang, masyarakat dan Negara, misalnya dari penipuan. Q.S an-Nisa 
ayat 29: 
 
                     
                      
       
 
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.( Q.S. an-Nisa:29). 
 
Dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Pemeliharaan harta 
seseorang setelah meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam 
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agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan 
fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan 
masyarakat. 
a. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 
Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja adalah 
sebagai berikut: 
1) Prinsip Tauhid 
Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini 
menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang 
sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat: la ilaha 
illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari 
firman Allah SWT di dalam Q.S al-Isra’ ayat 64: 
 
                       
                         
       
 
 
Artinya: Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka 
dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan 
berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah 
dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah 
mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada 
mereka melainkan tipuan belaka.(Q.S. Al-Isra’: 64). 
 
Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum 
Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan 
penyerahan dirinya kepada Allah SWT sebagai manifestasi 
kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap 
mentuhankan sesama manusia dan atau sesama mahkluk lainnya. 




Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan asas hukum ibadah, 
yaitu asas kemudahan atau meniadakan kesulitan. Barang siapa yang 
tidak menghukumi dengan hukum Allah SWT maka orang tersebut 
dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang fasiq, 
sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Maidah ayat 47: 
 
                      
           
 
 
Artinya: Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan 
perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. 
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang 
fasik. (Q.S al-Maidah: 47). 
 
Dan prinsip tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang 
merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini, umpamanya yang 
berlaku dalah fiqh ibadah sebagai berikut: 
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a) Prinsip pertama berhubungan langsung dengan Allah SWT 
tanpa perantara, artinya bahwa tidak seorangpun manusia 
dapat menjadikan dirinya sebagai dzat yang wajib disembah. 
b) Prinsip kedua, beban hukum (ta’lifi) ditujukan untuk 
memelihara akidah dan iman, pensucian jiwa dan 
pembentukan pribadi yang luhur artinya hamba Allah SWT 
dibebani ibadah sebagai bentuk/aktualisasi dari syukur atas 
nikmat Allah SWT. 
Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan asas hukum ibadah, 
yaitu asas kemudahan/meniadakan kesulitan. Dari asas hukum 
tersebut terumuskan kaidah-kaidah hukum ibadah sebagai berikut: 
a) Al-ashlu fi al-ibadati taqifu wal ittiba’ yaitu pada pokoknya 
ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah 
itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah SWT 
dan Rasul-Nya. 
b) Al-Masaqqah tujlibu at-taysiir, yaitu kesulitan dalam 
melaksanakan ibadah akan mendatangkan kemudahan. 
2) Prinsip Keadilan 
Keadilan dalam bahasa Salaf adalah al-mizan (keseimbangan 
atau moderasi). Kata keadilan dalam al-Qur’an kadang disamakan 
dengan al-qist yang berarti keadilan di dalam al-Qur’an terdapat 
dalam Q.S asy-Syura ayat 17 dan al-Hadid ayat 25: 
 
 ا                    
                     
                         
    
 
   
Artinya: Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) 
kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan 
tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat? 
(Q.S. as-Syura: 17). 
 
                       
      
 
Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 
bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya 
manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan 
besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka 
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui 
siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya 
padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha 
Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. al-Hadid: 25). 
 
Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum 
atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam 
meliputi beberapa aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai 
prinsip moderasi, menurut Wabbah Al-Zuhaili bahwa perintah Allah 
SWT ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah SWT tidak 
mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan 
kemudaratan dari perbuatan maksiat tersebut. Namun ketaatan 
tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara 
pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan 
masyarakat. 
Penggunaan kata keadilan dapat dijumpai di dalam beberapa 
firman Allah SWT.Salah satunya di dalam Q.S al-Maidah ayat 8, yang 
memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan 
kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan 
mendahulukan kebatilan daripada kebenaran dalam berinteraksi. Allah 
berfirman dalam Q.S al-Maidah ayat 8: 
 
                  
                       
                
 
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. (Q.S. al-Maidah: 8) 
 
Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal 
terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang 
berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah (berdagang), 
hal tersebut terdapat di dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-An’am 
ayat 152: 
 
                        
                         
                        
        
 
Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan 
cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan 
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami 
tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar 
kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah 
kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan 
penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah 
kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. al-An’am: 152) 
 
Keadilan yang berarti dipenuhi antara kewajiban yang harus 
dipenuhi manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk 
menunaikan kewajiban tersebut. Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah 
yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbyat sesuai 
dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas 
hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai 
kelanjutan dari prinsip keadilan. Artinya, perkara-perkara dalam hukum 
Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas, dan apabila perkara-
perkara itu telah meluas maka akan kembali menyempit. 
a) Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Mungkar (memerintahkan kepada kebaikan 
dan mencegah kejahatan) 
Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk 
menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridai Allah 
SWT, dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi sozial 
engineering hukum. Prinsip amar ma’ruf nahi mungkar di dasarkan pada 
Q.S al-Imran ayat 110: 
 
                       
                       
              
 
Artinya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang 
munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab 
beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka 
ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 




b) Prinsip Kebebasan atau Kemerdekaan 
Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama 
atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi 
berdasarkan penjelasan, demontrasi, argumentasi. Kebebasan yang 
menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang 
mencangkup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun 
kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin 
berdasarkan prinsip tidak ada peksaan dalam beragama. Q.S al Baqarah 
ayat 256: 
 
                       
                     
        
 
 
Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 
yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 
Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak 
akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 
 
c) Prinsip persamaan /Egalite 
Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi 
madinah yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan 
darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian 
penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam 
menggerakan dan kontrol sosial, tetapi bukan berarti tidak pula 
mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Kemuliaan manusia 
bukanlah karena ras dan warna kulit. Kemuliaan manusia adalah karena 
dzat manusia itu.Islam memiliki kecenderungan pada persamaan, tetapi 
tidak menghendaki penyamarataan. 
Kelebihan seseorang terhadap orang lain dalam persaudaraan 
yang esar tergantung pada kebangsaanya, tetapi dalam hal menjalankan 
kewajiban atau kemuliaan akhlak. Contohnya, Islam membolehkan 
pemilikan pribadi dan perbedaan dalam ekonomi dengan batas-batas 
wajar di masyarakat, agar tersedia kesempatan bagi individu untuk 
mengembangkan dan memanfaatkan sifat-sifatnya yang mulia. Dalam 
tanggung jawab pelaku usaha, ia harus menghargai hak-hak konsumen 
dengan berlaku jujur dan adil. Tidak boleh ada perbedaan yang 
berlebihan diantara konsumen yang satu dengan yang lainnya. 
d) Prinsip ta’awun (tolong menolong) 
Prinsip ini memiliki makna saling membantu antara sesama 
manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam 
peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini 
menghendaki kaum muslim berada saling tolong menolong dalam 
kebaikan dan ketakwaan. Q.S al-Maidah ayat 2: 
 
                      
                              
                    
                      
                      
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 
syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, 
dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu 
orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka 
mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu 
telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan 
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 
karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidah: 
2). 
 
Kelanjutan prinsip ta’awun dikenal prinsip khusus asas 
tabaadulul manafi yang berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus 
memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang 
terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau 
pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi 
deperluannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama. 
Asas tabadalul manafi ini juga merupakan kelanjutan dari 
prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di 
langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Manusia 
sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada 
di bumi, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya. Oleh 
karena itu, manusia selain mempunyai hak memanfaatkan segala yang 
ada di bumi, harus menghargai hak orang-orang lain dan lingkungannya. 
Kemanfaatan harus diraih oleh berbagai pihak dengan cara saling 
menolong, tidak boleh eksploitasi, penipuan dan berbagai bentuk 
kecurangan. 
e) Prinsip Toleransi dan Larangan Mendzalimi Sesama 
Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang 
menjamin tidak terselenggaranya hak-hak Islam dan umatnya, tegasnya 
toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan sesame agama 
Islam. 
Wabbah Al-Zuhaili memaknai prinsip toleransi tersebut pada 
tetaran penerapan ketentuan al-Qur’an dan Hadist yang menghindari 
kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alas an 
dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan 
lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja, tetapi 
mencangkup seluruh ketentuan hukum Islam baik muamalah sipil, 




b. Asas-Asas Hukum Islam 
Perkataan asas berasal dari bahasa Arab, asusan artinya dasar, 
basis, pondasi.Kalau dihubungkan dengan sistem berfikir, yang 
dimaksud dengan asas adalah landasan yang sangat mendasar. Oleh 
karena itu, di dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti dasar, alas 
dan pondeman atau pondasi.
51
 Jika asas dihubungkan dengan hukum, 
yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan 
sebagai tumpuan berfikir dan alas an pendapat, terutama dalam 
penegakan dan pelaksanaan hukum.  
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Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama 
al-Qur’an dan Hadist yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang 
memenuhi syarat untuk berijtihad.Asas-asas hukum Islam banyak, 
disamping asas-asas yang berlaku umum, masing-masing bidang dan 
lapangan mempunyai asasnya sendiri-sendiri.
52
 Asas-asas hukum Islam 
yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam yang 
meliputi: 
1) Asas keadilan 
Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum 
Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut seagai asas 
semua asas hukum Islam. Allah SWT berfirman dalam Q.S Shad 
ayat 26: 
 
                           
                   
                
 
Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) 
di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu 
dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 
darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena 
mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S Shad: 26). 
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2) Asas Kepastian Hukum 
Asas kepastian hukum terdapat di dalam Q.S al-Isra ayat 15: 
 
                          
                           
 
Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), 
maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) 
dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka 
sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. 
Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang 
lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami 
mengutus seorang rasul. (Q.S al-Isra: 15). 
 
3) Asas Kemanfaatan 
Asas kemanfaatan ini ditarik dari Q.S al-Baqarah ayat 178: 
 
                        
                          
                          
               
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; 
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah 
(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada 
yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu 
dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas 
sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. ( Q.S 
al-Baqarah: 178 ) 
 
2. Sumber-Sumber dan Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam 
Hukum Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia 
untuk menuju kepada Allah SWT. Dan ternyata Islam bukanlah hanya 
sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah 
kepada tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT 
untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan untuk mengatur 
hubungan manusia dengan sesamanya, aturan tersebut bersumber pada 
seluruh ajaran Islam yaitu Al-qur’an dan Hadist.
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Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang 
diadakan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi 
SAW baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-
hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat 
muslim semuanya. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun 
adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan 
manusia karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umunya dalam 
bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang 
cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam 
sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut: 
 
                                                             
53 Ibid, h. 25. 
a. Al-Qur’an 
Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-qur’an, sebuah 
kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir yaitu 
nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril, Al-qur’an membuat 
kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah-
kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-qur’an 
menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani 
kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia, maka 
dari itulah, ayat-ayat al-qur’an menjadi landasan utama untuk 
menetapkan suatu syariat. 
b. Al-Hadist 
Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist yakni segala 
sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW baik berupa 
perkataan, perilaku, diamnya beliau. Didalam Al-Hadist terkandung 
aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalamAl-
qur’an. Kata Hadist yang mengalami perluasan makna sehingga 
disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataaan, 
perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang 
dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. 
c. Ijma 
Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah 
zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama,dan ijma yang 
dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, 
tabiin (setelah sahabat) dan tabi’ut tabiin (setelah tabiin). Karena 
setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya 
banyak dan perselisihan semakin banyak sehingga takdapat dipastikan 
bahwa semua ulama telah bersepakat. 
d. Qiyas 
Sumber hukum Islam yang keempat adalah qiyas yang berarti 
menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-qur’an 
ataupun hadist dengan cara membendingkan sesuatu yang serupa 
dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, 
jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus 
dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode 
untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus 
lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalan suatu hal 
itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus 
yang ada nashnya. 
 Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin 
Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah 
Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku 
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Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El 
Fadl)”, Disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 94. 
3. Fiqih Siyasah Tanfidziah 
 Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan 
dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. 
istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja 
melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan 
dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan 
Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala 
negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangaaan 
seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), 
wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund 
(militer), sahib al-bait al-māl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang 
nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin 
Khattab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mangalami penyempitan 
makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai 
eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai 
Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.
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 Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan 
untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati 
Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. 
D. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang 
mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil 
penelitiannya. Sejarah pengetahuan penulis hingga saat ini, telah banyak 
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 Abu A’la Al-Maududi, Sistem Politik Islam, ( Bandung : Mizan, 1993), Cet II. 247 
ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas mengenai Izin 
Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos. Untuk itu penulis dalam 
melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang 
telah ada sebelumnya yang berkaitan pada objek bahasan ini. 
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam 
melakukan penelitian ini diantaranya disajikan didalam tabel dibawah ini: 
Milva Susanti Dwi Putri, 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “Dampak Keberadaan Kos-Kosan 
Terhadap Sikap Sosial Masyarakat di Sekitar Kampus UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta (Studi Kasus di RW 08 Kelurahan Pisangan, Ciputat 
Timur, Tanggerang Selatan. Peneliti ini lebih fokus kepada Dampak 
Keberadaan Kos-kosan terhadap masyarakatnya, Sedangkan Karya Ilmiah 
yang penulis teliti lebih berfokus kepada izin penyelenggaraan dan penataan 
rumah kos. 
Ismail Iskandar, 2017 Fakultas Hukum Universitar Negeri Makassar. 
“Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Rumah Kost”, peneliti ini lebih berfokus kepada 
pelaksanaan pengelolaan rumah kost yang menyesuaikan dengan Peraturan 
Daerah Kota Makassar, Sedangkan Karya Ilmiah yang penulis teliti lebih 
berfokus kepada pelaksanaan penyelenggaraan dan penataan rumah kos 
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